
BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 7ÿ TAHUN 1&2&

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETLAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan
Penggunaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan
Ekonomi Nasional, maka terjadi perubahan dalam
pelaksanaan pengalokasian, penyaluran, penatausahaan,
pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi
pengelolaan Dana Desa dan penyaluran Bantuan Langsung
Tunai Desa;

b
. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, Bupati melakukan penyesuaian pelaksanaan
pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman
penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan
Dana Desa dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa;

c
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b
, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Subang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
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2
. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4
. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

5
. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

6
. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

7
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

8
. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 220);
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9
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pendemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Tranfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung
Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor
4 Tahun 2015 tentang Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor
6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Subang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

17. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Subang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas;
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18. Peraturan Bupati Subang Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Keija Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

19. Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2020
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menatapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 8
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Subang Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 27),
diubah sebagai berikut:

1
. Ketentuan Pasal 1 diubah, dengan ditambah 1 angka baru

yaitu angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1

. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2

.
 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.
3

. Bupati adalah Bupati Subang.
4

.
 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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5
. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

6
. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

7
. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

8
. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

9
. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang

selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya

disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD,
adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank
yang ditetapkan.

15. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh
Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis
disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau
Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa
yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun
anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan
anggaran APB Desa.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.
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17. Rencana Keija Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

20. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang
selanjutnya disingkat KPPN, adalah kuasa bendahara
umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara
ke beberapa satuan keija di bawah kementrian keuangan
sendiri, secara struktural KPPN bekeija di bawah
direktorat jenderal perbendaharaan, kementrian
keuangan, namun bertanggungjawab kepada kantor
wilayah ditjen perbendaharaan provinsi.

Ketentuan Pasal 11B ayat (1) dan ayat (2) diubah,
sehingga Pasal 1 IB berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11B

(1) Penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020
atau Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk
Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah

Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari Bupati Subang, berupa :

a. Peraturan Bupati Subang mengenai Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa dan Peraturan Bupati Subang mengenai
Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa;

b
. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa; dan

c
. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
kepada Bupati Subang, berupa :

a
. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa; dan
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b
. Laporan reaiisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

3
. Ketentuan Pasal 13A ayat (5) diubah, diantara ayat (6) dan

ayat (7) disisipkan ayat baru yaitu ayat (6a) dan ayat (7)
dihapus, sehingga Pasal 13A berbunyi :

Pasal 13A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa
kepada keluarga mi skin atau tidak mampu di Desa
sebagai keluarga penerima manfaat.

(la) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1);(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan
melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria
sebagai berikut:

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili
di Desa bersangkutan; dan

b
. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga

Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Keija.

(4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) dari Kemenlerian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar :

a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan
pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga
penerima manfaat;

b
. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan
keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga
penerima manfaat, dilaksanakan sesuai ketersediaan
anggaran Dana Desa per bulannya.

(6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat
bulan April 2020.

(6a) Bupati Subang melakukan perekaman data pembayaran
BLT Desa melalui Aplikasi OMSPAN paling lambat 31
Desember 2020.

//
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(7) Dihapus

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa
dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

4
. Ketentuan Pasal 20A diubah, sehingga Pasal 20A berbunyi

sebagai berikut:

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan
tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, penyaluran
Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 dilakukan
pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan terhadap Pemerintah Desa yang
berdasarkan hasil musyawarah Desa
khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per
bulannya.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala
KPPN melalui Aplikasi OMSPAN sebagai syarat
penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021.

5
. Ketentuan setelah Pasal 26 ditambahkan satu pasal baru

yakni Pasal 26A, sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai
berikut:

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan
penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020 atau
Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk Desa
berstatus Desa Mandiri:

a. yang telah diajukan oleh Bupati kepada Kepala KPPN, dan

Pasal 20A

Pasal 26A
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b. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN
namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen,
penyaluran Dana Desa tersebut dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 35 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Subang
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Subang Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI
« .

Wakll Bupati

Sekretarls Daerah Kab. Subang i r
Asda I <r\
Kepala DPMD V
Kabag Hukum Setda Kab. Subang *ÿ

Sekretarls DPMD

Kabid Pengeloliu Keuanfu Daa Aiet Deu X

Diundangkan di Subang
pada tanggal 3

Ditetapkan di Subang
lggal
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG
,
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*
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